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PEMBERI SUAP PROYEK PEMBANGUNAN BREAKWATER CITUIS 

TANGERANG MELARIKAN DIRI 

 

Sumber gambar: 

 https://www.radarbanten.co.id/2024/06/23/pemberi-suap-proyek-pembangunan-breakwater-cituis-

tangerang-melarikan-diri/ 

 

Isi Berita: 

SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Pemberi suap dan gratifikasi proyek 

pembangunan breakwater Cituis, Kabupaten  Tangerang tahun 2023 berinisial P ternyata 

sudah melarikan diri.  

Keberadaan P saat ini dicari oleh penyidik pidana khusus (pidsus) Kejati Banten. “Sudah 

kabur orangnya,” ujar Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Kejati Banten, Himawan saat 

ditemui di Kejati Banten, Jumat 21 Juni 2024. 

Himawan mengatakan, pihaknya sudah mencoba melakukan pencairan terhadap yang 

bersangkutan. Namun, upaya itu belum membuahkan hasil. “Saat ini masih dilakukan 

pencairan,” katanya.  

Himawan menjelaskan, P sebagai pihak swasta dalam perkara tersebut telah ditetapkan 

sebagai tersangka melalui gelar perkara beberapa waktu yang lalu. Ia dijerat dengan Pasal 

5 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor 

sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 

Tipikor Jo Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana.”Pasal yang disangkakan tentang pemberi 

suap,” katanya.  

Himawan mengungkapkan, dalam perkara tersebut, pihaknya akan melimpahkan berkas 

tersangka penerima suap atau gratifikasi berinisial AS kepada jaksa peneliti Kejati 
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Banten. Rencananya pelimpahan itu akan dilakukan pada pekan depan. “Mau tahap satu 

(dilakukan pelimpahan kepada jaksa peneliti), rencananya pekan depan,” ungkapnya.  

Kasi Penkum Kejati Banten, Rangga Adekresna mengungkapkan, dalam kasus tersebut 

AS merupakan pegawai pada Pelabuhan Perikanan Pantai Labuan Dinas Kelautan dan 

Perikanan Provinsi Banten.  

Ia diduga telah melakukan komunikasi dengan P terkait pemenangan proyek tersebut. P 

sendiri telah memberikan uang ratusan juta kepada AS. Pemberian uang tersebut 

dilakukan agar salah satu perusahaan yang direkomendasikan P dijadikan pemenang 

lelang.  

“Tersangka AS telah menerima hadiah atau janji dari saudara P, padahal diketahui atau 

patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakan agar 

melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya,”katanya.  

Ditanya soal keterlibatan Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Banten dalam kasus 

tersebut, Rangga enggan mengomentarinya. Ia beralasan, proses penyidikan kasus 

tersebut saat ini masih berjalan.  

“Saya belum berkomentar soal itu (ditanya dugaan keterlibatan pokja barang dan jasa). 

Kasusnya ini kan masih proses penyidikan dan kami masih melakukan pemeriksaan saksi-

saksi,” ungkapnya.  

Disinggung soal AS dapat mempengaruhi pokja pengadaan barang dan jasa Banten, 

Rangga lagi-lagi belum berani memberikan komentar tersebut. “Itu sudah materi 

penyidikan ya. Kita tunggu saja nanti hasilnya (proses penyidikan),” ujarnya.  

Rangga menegaskan, AS merupakan ASN yang tidak termasuk ke dalam susunan panitia 

atau pejabat pengadaan dalam proyek tersebut. “Dia (tersangka) kapasitasnya diluar dari 

susunan panitia atau pejabat pengadaan,” tegasnya. 

Meski diluar panitia pengadaan, namun AS dan P berkomunikasi secara intensif. Pada 

Februari 2023 lalu keduanya melakukan pertemuan membahas proyek tersebut.  

“Pada saat pertemuan tersebut tersangka membicarakan mengenai paket pekerjaan 

pembangunan Breakwater PP Cituis Kabupaten Tangerang,” ujar pria asal Nganjuk, Jawa 

Timur ini.  

Rangga mengungkapkan, selain membicarakan paket pekerjaan, AS juga menyinggung 

soal komitmen fee dengan P. Kesepakatan keduanya soal komitmen fee tersebut 

kemudian terjadi. P bersedia memberikan uang Rp 450 juta kepada tersangka. 

Uang Rp 460 juta itu diketahui dari hasil perhitungan 17 persen dari nilai proyek. “Dalam 

pertemuan tersebut saudara P membuat kesepakatarı pemberian commitment fee kepada 

tersangka AS sebesar 17 persen,” katanya. 

Sebagai tanda jadi, AS diakui Rangga telah menerima uang Rp 200 juta dari komitmen 

fee Rp 460 juta. Setelah penerimaan uang tersebut, AS kembali menerima uang yang 
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ditransfer melalui rekening bank. “Saudara P mengirimkan sejumlah uang ke rekening 

BCA milik tersangka AS dan ke rekening BRI milik istri tersangka AS,” tuturnya. (*) 

 

Sumber Berita: 

1. https://www.radarbanten.co.id/2024/06/23/pemberi-suap-proyek-pembangunan-

breakwater-cituis-tangerang-melarikan-diri/, “Pemberi Suap Proyek Pembangunan 

Breakwater Cituis Tangerang Melarikan Diri”, tanggal 23 Juni 2024. 

2. https://bertuahpos.com/berita/pemberi-suap-proyek-breakwater-cituis-kabur.html, 

“Pemberi Suap proyek Breakwater Cituis Kabur”, tanggal 24 Juni 2024. 

 

Catatan: 

• Terkait kondisi diatas diatur pada: 

a. Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 

2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: 

1) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang secara melawan 

hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau 

suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian 

negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara 

paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan 

denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling 

banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”;  

2) Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dalam hal tindak pidana korupsi 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, 

pidana mati dapat dijatuhkan”; dan 

3) Pasal 3 yang menyatakan bahwa” Setiap orang yang dengan tujuan 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, 

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya 

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau 

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 

tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”. 

b. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipidkor Pasal 

12 yang menyatakan bahwa “Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau 

pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) 

dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): 

https://www.radarbanten.co.id/2024/06/23/pemberi-suap-proyek-pembangunan-breakwater-cituis-tangerang-melarikan-diri/
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1) Huruf e yang menyatakan bahwa “pegawai negeri atau penyelenggara negara 

yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara 

melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa 

seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran 

dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”. 

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Kekayaan Daerah: 

1) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa ” Jenis kekayaan Desa terdiri atas:  

a. tanah Kas Desa;  

b. pasar Desa;  

c. pasar Hewan;  

d. tambatan Perahu;  

e. bangunan Desa;  

f. pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa dan;  

g. lain-lain kekayaan milik Desa.” 

2) Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “lain-lain kekayaan milik Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :  

a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/Daerah;  

b. barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari pihak 

ketiga.  

c. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;  

d. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan 

lain-lain sesuai dengan peraluran perundangan yang berlaku.  

e. hak Desa dari Dana Perimbangan, Pajak Daerah dan Retribusi Daera/l;  

f.  hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah 

Kabupaten/Kota;  

g. hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat; dan  

h.  hasil kerjasama desa.” 

3) Pasal 3 “(1) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi 

milik desa.  

(2) kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan 

dokumen kepemilikan yang sah atas nama desa.” 
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